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MOTTO
“Adalah lebih baik menghindari perkara, karena berperkara berarti menang jadi
arang, layu (kalah) jadi abu. Akan tetapi, sebaik-baiknya menghindari perkara
adalah lebih bijaksana berperkara daripada bertindak main hakim sendiri.””
(R. Soeroso, 2010)

*R. Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pedoman dan Aplikasi Hukum,
Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
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RINGKASAN

Pasal 1 angka 1 UUJF, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu
benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak
kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.
Rumusan masalah yang dikembangkan dalam penelitian tesis ini adalah: Pertama,
Apakah surat persetujuan pembiayaan pada tranksaksi pembiayaan konsumen dapat
diklarifikasikan sebagai perjanjian pokok? Kedua, Apakah surat kuasa di bawah
tangan pada pengikatan jaminan fidusia kelak memberikan perlindngan hukum bagi
debitor? Ketiga, Apakah klausul kuasa mutlak dalam surat kuasa di bawah tangan
pada pengikatan fidusia tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan?

Tujuan penelitian yaitu untuk menemukan surat persetujuan pembiayaan
pada tranksaksi pembiayaan konsumen dapat diklarifikasikan sebagai perjanjian
pokok, dan untuk menemukan surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan
jaminan fidusia kelak memberikan perlindungan hukum bagi debitor, dan untuk
menemukan klausul kuasa mutlak pada pengikatan jaminan fidusia kelak
memberikan perlindungan hukum bagi debitor. Manfaat penelitian, manfaat secara
teoritis, yaitu untuk meningkatkan konnsep baru dalam pengembangan keilmuan
hukum terutama mengenai kuasa di bawah tangan dalam tranksaksi pembiayaan
konsumen terhadap pengikatan jaminan fidusia, dan manfaat secara praktis yaitu
untuk memberikan masukan kepada otoritas yang berwenang dalam pengaturan
peraturan perundang-undang khususnya yang berkaitan dengan kuasa di bawah
tangan dalam tranksaksi pembiayaan konsumen terhadap pengikatan jaminan
fidusia. Penelitian dilaksanakan dengan metode yuridis normative. Pendekatan
masalah yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute
Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan histori
(Historical Approach). Pemecahan isu memerlukan sumber-sumber penelitian
hukum, vyaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis
menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif dalam penelitian ini.
Pembahasan merupakan jawaban dari permasalahan.

Pembahasan terdiri dari tiga subbab yaitu: Pertama, surat persetujuan
pembiayaan sebagai perjanjian pokok. Perjanjian pembiayaan pada umumnya
dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau juga disebut perjanjian standar, yaitu
sebuah perjanjian yang dirumuskan oleh salah satu pihak (pihak lembaga
pembiayaan) dan pihak yang lain (konsumen) cukup sekedar mengakseptasi
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam klausula perjanjian yang disodorkan
kepadanya dengan cara menandatangani akta perjanjian tersebut atau menolaknya.
Dengan demikian, berdasarkan teori kepastian hukum, adanya ketentuan tersebut
merupakan wujud kepastian hukum yang menunjukkan bahwa surat persetujuan
pembiayaan merupakan perjanjian pokok dalam tranksaksi pembiayaan tersebut.
Kedua, surat kuasa di bawah tangan dapat memberikan perlindungan hukum bagi
debitor. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun
formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan
dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi
produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran
usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik
langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan
dampaknya. Dengan demikian, berdasarkan teori perlindungan hukum, adanya
ketentuan tersebut merupakan wujud perlindungan hukum yang diberikan bagi
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debitor dalam tranksaksi pembiayaan konsumen pada pengikatan fidusia. Ketiga,
klausul kuasa mutlak pada surat kuasa di bawah tangan bertentngan dengan
peraturan perundang-undangan. Kebebasan berkontrak atau membuat perjanjian
bukan berarti kebebasan yang dapat dibuat sebebas-bebasnya oleh para pihak
terkait. Hal ini tertuang dalam Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 jo Pasal 1338 ayat
(3) BW. Pasal 1339 BW mengatur mengenai kuasa apa saja yang dilarang oleh
undang-undang atau kuasa apa saja yang bertentangan dengan kesusilaan,
kepatutan atau ketertiban umum. Hal ini berarti jika dilihat dari Pasal BW, asas
kebebasan berkontrak bukan merupakan asas yang bebas mutlak.

Kesimpulan atas penelitian tesis ini yaitu: Pertama, Surat persetujuan
pembiayaan yang digunakan dalam tranksaksi pembiayaan konsumen merupakan
perjanjian pokok. Surat persetujuan pembiayaan sebagai perjanjian utama yang
nantinya akan diikuti oleh perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan fidusia.
Surat persetujuan pembiayaan dikatakan sebagai perjanjian pokok karena sudah
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian serta pengaturan sahnya perjanjian
dalam Pasal 1320 BW. Kedua, Pembuatan surat kuasa diperbolehkan asal tidak
berlawanandengan ketentuan-ketentuan undang-undang maupun peraturan-
peraturan lainnya. Selama kedua belah pihak memiliki kesepakatan untuk
menggunakan surat kuasa di bawah tangan, maka sesuai dengan Pasal 1320 BW
selama adanya kesepakatan, maka perjanjian tersebut sah dan menjadi undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak,
tidak ada larangan untuk membuat surat kuasa di bawah tangan. Pasal 1867 BW
menegaskan tulisan otentik maupun bawah tangan dapat digunakan sebagai
pembuktian tulisan. Ketiga, Pencantuman klausul kuasa mutlak tidak diatur secara
langsung dalam BW. Namun, dalam Pasal 1813 BW dan Pasal 1814 BW terdapat
larangan untuk pencantuman kuasa mutlak yang berarti klausul kuasa mutlak dalam
surat kuasa di bawah tangan bertentangan dengan BW. Seperti yang tertuang dalam
Pasal 1338 BW, disertai dengan batasan-batasan pada kebebasan berkontrak yang
mana tidak berlawanan dengan undang-undang dan harus disertai itikad baik, kuasa
mutlak adalah perikatan yang lahir dari perjanjian.

Saran atas penelitian tesis ini yaitu diharapkan bagi debitor untuk lebih
memahami dan mengerti akan isi surat kuasa di bawah tangan agar nantinya tidak
dirugikan. Lembaga pembiayaan konsumen selaku kreditor dalam hal ini perlu
lebih cermat dalam membuat suatu perjanjian maupun surat kuasa di bawah tangan,
dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur lebih banyak
mengenai surat kuasa di bawah tangan. Pemerintah Indonesia selaku pembentuk
peraturan perundang-undangan, hendaknya melakukan pembaharuan hukum terkait
penggunaan surat kuasa di bawah tangan yang digunakan dalam pembebanan
jaminan fidusia yang dituangkan menjadi akta jaminan fidusia.
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SUMMARY

Article 1 point 1 UUJF, "Fiducia is the transfer of ownership rights to an
object on the basis of trust provided that the object whose ownership rights are
transferred remains in the control of the owner of the object”. The problem
formulations developed in this thesis research are: First, Can the financing
approval letter for consumer financing transactions be clarified as a principal
agreement? Second, will the power of attorney under the hand on the binding of the
fiduciary guarantee later provide legal protection for the debtor? Third, is the
absolute power of attorney clause in the power of attorney under the hand in the
fiduciary binding not contrary to the laws and regulations?

The purpose of the research is to find a letter of approval for financing in
consumer financing transactions that can be clarified as a principal agreement,
and to find a power of attorney under the hand on the binding of fiduciary
guarantees which will later provide legal protection for the debtor, and to find an
absolute power of attorney clause on the binding of fiduciary guarantees that will
later provide protection. law for debtors. The benefits of research, theoretical
benefits, namely to improve new concepts in the development of legal scholarship,
especially regarding power under the hand in consumer financing transactions for
binding fiduciary guarantees, and practical benefits, namely to provide input to the
competent authorities in regulating laws and regulations in particular. relating to
the power of attorney in consumer financing transactions for the binding of
fiduciary guarantees. The research was carried out using a normative juridical
method. The problem approach used is the statutory approach (Statute Approach),
the conceptual approach (Conceptual Approach), and the historical approach
(Historical Approach). Solving the issue requires sources of legal research, namely
primary legal materials and secondary legal materials. The author uses the method
of deductive legal material analysis in this study. The discussion is the answer to
the problem.

The discussion consists of three subchapters, namely: First, the letter of
approval for financing as the main agreement. Financing agreements are generally
made in the form of a standard agreement or also called a standard agreement,
which is an agreement formulated by one party (the financing institution) and the
other party (the consumer) it is enough just to accept the provisions contained in
the agreement clause presented to him. by signing the deed of agreement or
rejecting it. Thus, based on the theory of legal certainty, the existence of these
provisions is a form of legal certainty which shows that the financing approval
letter is the main agreement in the financing transaction. Second, a power of
attorney under the hand can provide legal protection for debtors. Protection of
consumers is seen as materially and formally increasingly felt very important, given
the increasing speed of science and technology which is the driving force for the
productivity and efficiency of producers of goods or services they produce in order
to achieve business goals. In order to pursue and achieve these two things, in the
end, either directly or indirectly, it is consumers who in general will feel the impact.
Thus, based on the theory of legal protection, the existence of these provisions is a
form of legal protection given to debtors in consumer financing transactions in
fiduciary binding. Third, the absolute power of attorney clause in the power of
attorney under the hand is contrary to the laws and regulations. Freedom to
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contract or make agreements does not mean freedom that can be made freely by the
parties concerned. This is stated in Article 1320 paragraph (4) in conjunction with
Article 1337 in conjunction with Article 1338 paragraph (3) BW. Article 1339 BW
regulates what powers are prohibited by law or any powers that are contrary to
decency, propriety or public order. This means that when viewed from Article BW,
the principle of freedom of contract is not an absolute free principle.

The conclusions of this thesis research are: First, the financing approval

letter used in consumer financing transactions is the main agreement. The financing
approval letter is the main agreement which will be followed by an additional
agreement, namely a fiduciary guarantee agreement. The financing approval letter
Is said to be the main agreement because it is in accordance with the legal
principles of the agreement and the legal arrangement of the agreement in Article
1320 BW. Second, the making of a power of attorney is allowed as long as it does
not conflict with the provisions of the law or other regulations. As long as both
parties have an agreement to use a power of attorney under the hand, then in
accordance with Article 1320 BW as long as there is an agreement, then the
agreement is valid and becomes law for those who make it. In accordance with the
principle of freedom of contract, there is no prohibition against making a power of
attorney under the hand. Article 1867 BW confirms that both authentic and
handwritten writings can be used as written evidence. Third, the inclusion of an
absolute power of attorney clause is not regulated directly in the BW. However, in
Article 1813 BW and Article 1814 BW there is a prohibition on the inclusion of
absolute power of attorney, which means that the absolute power of attorney clause
in an underhand power of attorney contradicts the BW. As stated in Article 1338
BW, accompanied by limitations on freedom of contract which are not against the
law and must be accompanied by good faith, absolute power is an agreement born
of an agreement.
Suggestions for this thesis research are expected for debtors to better understand
and understand the contents of the power of attorney under the hand so that later
they will not be harmed. Consumer finance institutions as creditors in this case
need to be more careful in making an agreement or a power of attorney under the
hand, because the laws and regulations do not stipulate more about a power of
attorney under the hand. The Government of Indonesia, as the legislator, should
carry out legal reforms related to the use of an underhand power of attorney used
in the imposition of fiduciary security which is poured into a fiduciary guarantee
deed.

XV


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN ...ttt I
HALAMAN SAMPUL DALAM.......ooti ettt I
HALAMAN MOTTO .ttt snee e i
HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR ...ttt Y
HALAMAN PERSETUJIUAN ....oooiiiiieieiec et Vi
HALAMAN PENGESAHAN ......cooiiiieete e vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI......cccoviiiiiiieiceseees viii
HALAMAN PERNYATAAN. ...ttt IX
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH ... X
HALAMAN RINGEKASAN. . .iiiiiiiitiiitiiitiiintiiiatetstcsstosssssnsssnssnnnns Xii
DAFTARISIY.... .. ¥.................. Q.0 ... H...am..........) XVi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN....ccccceeeteeerennnnes Xviii
BAB | PENDAHULUAN ... .ot 1
1.1 Latar BelaKang. ..o 1
1.2 Rumusan Masalah ... 5
1.3 Tujuan Penelitian ........ccccvoiiiiiiice s 5
1.4 Manfaat Penelitian ... s 6
1.5 Orisinal S o b 4TS T ............... . 0. 6
1.6 Metode Penelitian.........cccoouiieieiiiiiiiicieiee e 12
1.6.1 Tipe Penelitian .....cccocoiiiiiiiiiicce e 12
1.6.2 Pendekatan Masalah ..o 12
1.6.3 Bahan HUKUM.........oooiiii e 13
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum ...............ccccoooeiiiiiicinn, 14
1.6.5. Analisis Bahan Hukum ..., 15
1.7 Kerangka AlUr PiKIT TESIS ......cciiiiiiieiiieienie et 156
1.8. Sistematika Penulisan ... 17
BAB Il KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL .....cccccovviiiiieeeiieee 19
2.1 Pengertian HUKUM JaminNan ..........ccooveiiiiiic e 19
2.1.1 Pengertian Jaminan FiduSia..........ccocoooiriiiniiininiee e 24

XVi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.1.2 Hapusnya FIAUSIA...........cooiiiiiiiieieic e 26

2.1.3 SUFAL KUBSE ....eeeiuvieiieiiiieeiee ettt ettt snne e 27
2.1.4 Lembaga Pembiayaan..........cccocoviiiiiiiiiiie e 28
2.1.5 Pembiayaan KONSUMEN .........cccccciiiiiiiiii e 30
2.2 Teori Kepastian HUKUM ... 32
2.3 Teori Pertanggungjawaban HUKUM ..........c..cccoovveiiiiiicccc e 33
2.4 Teori Perlindungan HUKUM ..o 36
BAB IHI_HASIL DAN PEMBAHASAN ......ccoiiiiiiiiet e 38

3.1. Surat Persetujuan Pembiayaan Pada Tranksaksi Pembiayaan
Konsumen Merupakan Perjanjian POKOK.............ccccccoveviiveiicce e, 38
3.1.1 Makna Surat Persetujuan Pada Tranksaksi Pembiayaan
KONSUIMEN <.t 43

3.1.2 Prinsip-Prinsip Dalam Surat Persetujuan Persetujuan
Pembiayaan ... 47

3.2 Surat Kuasa Di Bawah Tangan Pada Pengikatan Fidusia Memberikan

Perlindungan Hukum Bagi Debitor ...........cccocooiiiiiiiiiiiiccs 57
3.2.1 Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Lembaga Pembiayaan
Konsumen Merupakan Perjanjian AcCeSSOIr.........ccccvvevververneenne. 64
3.2.2 Surat Kuasa Pada Pengikatan Jaminan Fidusia...............c.ccc.c..... 69
3.2.3 Prinsip Akta Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Konsumen..... 76

3.3 Klausul Kuasa Mutlak Dalam Surat Kuasa DiBawah Tangan Pada
Pengikatan Fidusia Tidak Bertentangan Dengan Peraturan
Perundangan Yang Berlaku...........c.ccccoovviiiiieiiiic i 89
3.3.1 Karakteristik Pencantuman Kuasa Mutlak Dalam Surat Kuasa Di

Bawah Tangan Pada Pengikatan Fidusia ...........ccccocooviinininnnnns 94

3.3.2 Kelemahan Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Berdasarkan
Surat Kuasa Di Bawah Tangan Pada Pengikatan Jaminan

L0 (1] - ST 97
BAB IV PENUTUP ..ot 103
4.1 KESIMPUIBN ..ottt e 102
AT | - o [P SRUPTSUPT 104

DAFTAR PUSTAKA

XVii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam tesis ini yaitu:

1. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
42);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
168);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta
Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
80);

6. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan
Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.

XViii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Perkembangan dalam hal ekonomi semakin lama semakin berkembang maju.
Dengan berkembangnya ekonomi tiap negara, negara-negara diajak turut aktif
dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Negara Indonesia juga termasuk
salah satu dari negara berkembang dan terus mengupayakan pembangunan-
pembangunan yang dapat memajukan negaranya. Kegiatan ekonomi termasuk
bisnis di Indonesia semakin ketat persaingannya. Dalam rangka memelihara dan
mengembangkan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, banyak sekali
wirausaha yang bermunculan. Banyaknya fasilitator-fasilitator yang menawarkan
berbagai macam fasilitas untuk menunjang pengembangan ekonomi.

Kegiatan pembangunan ekonomi di bidang ekonomi memerlukan dana yang
sangat besar, baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun
badan hukum. Bagi perseorangan, masyarakat, atau badan usaha sangat
membutuhkan pendanaan yang sangat besar untuk mendukung peningkatan
usahanya. Untuk mendapatkan dana yang besar bisa dilakukan dengan berbagai
cara, oleh karena itu diperlukan alternatif yang dapat menyediakan dana yang besar
seperti lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank seperti lembaga
pembiayaan. Pengusaha tidak dapat mengandalkan dana yang dimilikinya sendiri
dalam mengembangkan usahanya, maka dari itu perlunya alternatif dalam
peminjaman dana, salah satunya dengan penkreditan dari lembaga pembiayaan.
Mengingat pentingnya kedudukan dana penkreditan dalam proses pembangunan,
maka debitor dan kreditor yang terkait mendapat perlindungan dari lembaga
jaminan yang kuat agar memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang
berkepentingan. Tidak hanya berkaitan dengan pelaku usaha, kecenderungan
masyarakat dewasa ini dalam membeli suatu barang yang dibutuhkan kadang tidak
memiliki dana sesuai dengan harga barang yang dibutuhkan, sehingga jalan
alternatif yang dibutuhkan adalah mengangsur secara kredit yang disediakan oleh
lembaga pembiayaan konsumen.

Adanya penyaluran pinjaman dana, menambahkan suatu unsur yang dinamis

dengan mengizinkan sumber daya masa yang akan datang dapat digunakan
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sebelumnya. Penyediaan dana atau pemberian kredit oleh lembaga pembiayaan
merupakan unsur yang terbesar dalam lembaga pembiayaan, yang juga sebagai
asset utama sekaligus menentukan maju mundurnya lembaga pembiayaan yang
bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat. Kredit merupakan kepercayaan yang diberikan
kreditor kepada debitor. Struktur pasar dan kredit secara keseluruhan bukan hanya
tergantung kepada kemantapan hukum dan pemerintah, tetapi juga kepada
kepercayaan timbal balik dari sejumlah besar orang-orang yang biasanya tidak
saling kenal.* Penyaluran dana pinjaman oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah
yang membutuhkan, jelas perihal ini merupakan suatu kegiatan yang selalu
membutuhkan bingkai hukum. Adapun bingkai hukum yang dimaksud adalah
perjanjian atau kontrak yang dalam lingkungan dunia lembaga pembiayaan
berwujud dalam bentuk perjanjian kredit.?

Kenyataannya, kredit yang diberikan oleh debitor tersebut, Sebagian besar
tidak dapat dikembalikan secara utuh oleh nasabah debitornya, yang membawa
resiko bagi pihak kreditor yang bersangkutan, akhirnya menimbulkan kredit-kredit
macet (dubieus). Kredit macet ini merupakan fenomena sosial bagi pihak kreditor.
Kreditor dalam rangka untuk menjaga administrasi dan mengamankan pemberian
kredit, setiap pembayaran lunas atas suatu piutang, kreditor dapat meminta suatu
jaminan kebendaan (agunan) sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jaminan
kebendaan (agunan) pemberian kredit tersebut, pada hakikatnya berfungsi
menjamin kepastian pelunasan hutang debitor apabila debitor cidera janji atau
dinyatakan pailit. Dana yang diberikan kreditor pada debitor perlu penambahan
pengamanan seperti jaminan khusus, hal ini dilakukan untuk memberikan
keamanan pada pihak kreditor.> Jaminan fidusia ialah salah satu lembaga jaminan
yang dikenal dari sekian banyak sistem hukum jaminan Indonesia. Jaminan fidusia
berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan pada

debitor untuk tetap menguasai barang jaminan.

L A. A. Andi Prajitno, Hukum Fidusia, Cetakan Pertama, (Malang: Bayumedia Publishing,
2009), him. 6.

2 H. Moch. Isnaeni, Hukum Jaminan Kebendaan Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan,
(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), him. 61.

3 Herowati Poesoko, Dinamika Hukum Parate Executie, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo,
2013), him. 3.
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Kebutuhan yang terus meningkat dalam dunia usaha atas tersedianya dana,
juga untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan
nasional serta menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan
menjadi latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF). Adanya aturan dalam UUJF
mengenai jaminan fidusia, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan
dapat memberikan kemudahan dalam kesulitan-kesulitan yang dibutuhkan dalam
praktek selama ini. Meskipun tidak semua masalah yang timbul dalam praktek
dapat diselesaikan olen UUJF tersebut, sehingga belum dapat diwujudkan
sepenuhnya. Salah satunya dalam hal penggunaan surat kuasa di bawah tangan.
Maraknya penggunaan surat kuasa di bawah tangan dalam lembaga pembiayaan
yang di mana pengaturan mengenai surat kuasa tersebut tidak diatur dalam UUJF.
Adanya surat kuasa di bawah tangan, kreditor dapat membebankan/membuat akta
fidusia sewaktu-waktu tanpa perlu lagi bantuan dari debitor.

Pada dasarnya, UUJF maupun peraturan pelaksanaan lainnya tidak pernah
mengenal maupun mengatur tentang surat kuasa. UUJF hanya mengatur mengenai
pengikatan jaminan fidusia dibuat dalam akta notaris. Dalam UUJF tidak mengatur
apa yang dimaksud dengan akta notaris, sehingga definisi akta notaris tersebut
mengarah pada Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
(untuk selanjutnya disebut UUJN) yang menyebutkan bahwa dalam pembuatan akta
Notaris tersebut, kedua pihak harus menghadap.* Pengertian dalam UUJN ini
menegaskan bahwa pembuatan akta jaminan fidusia tunduk pada ketentuan Pasal
38 hingga Pasal 65 UUJN, penegasan bentuk akta jaminan fidusia secara akta
Notaris oleh pembuat UUJF mengisyaratkan sebagai norma hukum yang bersifat
imperatif (memaksa) bukan bersifat fakultatif. Berbeda dengan akta autentik adalah
tulisan yang dibuat dibawah tangan secara bebas, sebagaimana yang disebutkan
dalam Pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW), bahwa yang
disebut dengan tulisan dibawah tangan ialah akta yang ditandatangani dibawah

4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
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tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat
tanpa perantara seorang pejabat umum.®

Pada umumnya, UUJF sama sekali tidak mengatur mengenai pembuatan surat
kuasa. Dalam prakteknya, surat kuasa tersebut banyak digunakan oleh lembaga
pembiayaan. Tidak seperti halnya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan (untuk selanjutnya disebut dengan UUHT), di mana
undang-undang tersebut mengatur tentang Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan (SKMHT). Seharusnya surat kuasa dalam praktek pengikatan jaminan
fidusia telah menyalahi aturan itu sendiri dikarenakan dalam UUJF sendiri tidak
ada pegaturan mengenai penggunaan surat kuasa secara autentik maupun di bawah
tangan, sehingga surat kuasa tersebut tidak mempunyai dasar hukum.

Prakteknya, sering terjadi pada lembaga pembiayaan salah satunya lembaga
pembiayaan konsumen yang mana lembaga pembiayaan konsumen ini
menyediakan pembiayaan bagi debitor selaku pembeli atas barang bergerak yang
dibeli dari produsen (supplier) selaku penjual. Dalam pemberian dana tersebut,
antara debitor dan kreditor membuat surat kesepakatan pembiayaan dan kuasa
sebagai dasar di mana debitor membayar secara kredit atas dana pembiayaan benda
bergerak tersebut. Secara sederhana, debitor selaku pihak yang membeli barang
bergerak mengajukan pembiayaan kepada kreditor selaku penerima fidusia. Kedua
belah pihak sepakat menggunakan benda bergerak tersebut sebagai jaminan fidusia
milik debitor.

Melalui praktek dengan maksud memberikan kemudahan bagi debitor dalam
menyelesaikan proses penyaluran dana dalam waktu yang singkat, mudah dan
menghemat biaya, seringkali pembuatan akta jaminan fidusia dibuat dengan dasar
surat kuasa dalam bentuk dibawah tangan. Dengan munculnya surat kuasa di bawah
tangan, kreditor dan debitor tidak langsung bersama-sama membuat akta fidusia di
hadapan Notaris melainkan terlebih dahulu dibuat surat kuasa di bawah tangan.
Pokok isi dari surat kuasa tersebut ialah debitor memberikan kuasa kepada kreditor
dengan hak substitusi untuk membuat akta fidusia atas benda yang dijaminkan.

Dalam hal ini mengenai pembuatan surat kuasa di bawah tangan sama sekali tidak

5 Burgerlijk Wethoek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
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memiliki ketentuan maupun peraturan yang mengaturnya dalam UUJF maupun
peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dianalisis lebih dalam mengenai surat
kuasa di bawah tangan. Salah satunya ialah adanya kepastian hukum dari suatu
peraturan perundang-undangan itu sendiri. Permasalahan yang timbul berdasarkan
uraian di atas yaitu pengaturan surat membebankan jaminan fidusia terhadap
perjanjian fidusia dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga
mengenai kekuatan mengikat terkait surat kuasa di bawah tangan, karena itu,
dibuatlah penelitian secara konseptual dengan judul “Surat Kuasa Di Bawah
Tangan Untuk Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Tranksaksi Pembiayaan
Konsumen”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas
sebagai berikut:

1.2.1. Apakah surat persetujuan pembiayaan pada tranksaksi pembiayan
konsumen dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian pokok?

1.2.2. Apakah surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan jaminan fidusia kelak
memberikan perlindungan hukum bagi debitor?

1.2.3. Apakah klausul kuasa mutlak dalam surat kuasa di bawah tangan pada
pengikatan fidusia tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai
berikut:
1.1.1. Untuk menemukan surat persetujuan pembiayaan pada tranksaksi
pembiayaan konsumen dapat diklarifikasikan sebagai perjanjian pokok.
1.1.2. Untuk menemukan surat kuasa tangan pada pengikatan jaminan fidusia
kelak memberikan perlindungan hukum bagi debitor.
1.1.3. Untuk menemukan klausul kuasa mutlak dala surat kuasa di bawah tangan
pada pengikatan fidusia tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan.
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1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan semaksimal mungkin baik dari segi teoritis maupun secara praktis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain sebagai
berikut:

1.

Manfaat secara teoritis yang diharapkan dalam penelitian tesis ini, yaitu untuk
meningkatkan konsep baru dalam pengembangan keilmuan hukum terutama
mengenai kuasa di bawah tangan dalam tranksaksi pembiayaan konsumen
terhadap pengikatan jaminan fidusia.

Manfaat secara praktis yang diharapkan dalam penelitian tesis ini, yaitu untuk
memberikan masukan kepada otoritas yang berwenang dalam pengaturan
peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan kuasa di
bawah tangan dalam tranksaksi pembiayaan konsumen terhadap pengikatan

jaminan fidusia.

1.5 Orisinalitas

Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara ilmiah dan moral terhadap

keaslian penelitian ini, perlu diuraikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu

mengenai topik penelitian yang sama dengan penelitian ini. Beberapa penelitian

tesis mengenai surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan telah dilakukan

oleh para peneliti sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia Di Lingkungan Perbankan, pada

Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas
Airlangga Surabaya yang berbentuk tesis hukum dengan tahun 2004 oleh
Agung Prasetyo Utomo, S.H., Penelitian tentang “Surat Kuasa Pengikatan
Jaminan Fidusia Di Lingkungan Perbankan” dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui dan mencari jawaban tentang surat kuasa pengikatan jaminan
fidusia yang tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.
Hasil dari penelitian menyatakan bahwa, Pertama, bank dalam menjalankan
usahanya tidak diperkenankan untuk meninggalkan salah satu prinsip utama
dalam perbankan yaitu prinsip kehati-hatian (prudential banking). Jaminan
Fidusia diharapkan benar-benar mampu memberikan kedudukan yang

diutamakan bagi Kreditor. Berdasarkan pertimbangan persaingan bisnis dan
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jumlah kredit yang relatif tidak terlalu besar maka Bank menempuh alternatif
menggunakan pengikatan di bawah tangan dalam rangka menyalurkan
kreditnya. Kedua, keberadaan Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia adalah
didahului dengan perjanjian pokoknya yaitu dalam hal ini adalah Perjanjian
Kredit. Substansi Surat Kuasa sama halnya dengan Surat Kuasa Memasang
Hipotik (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) maka di dalamnya pun
berisi janji-janji. Selain itu pula bahwa kuasa pengikatan jaimnan fidusia tidak
akan batal maupun berakhir dengan meninggalnya Pemberi Kuasa dan bersifat
menurun.

Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Fidusia (SKMF) Dibawah Tangan
Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia Ditinjau Dari Hukum Jaminan Di
Indonesia, pada Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Islam Indonesia yang berbentuk tesis hukum dengan tahun 2016
oleh Mohammad Toha Dhukas, Penelitian tentang “Penggunaan Surat Kuasa
Membebankan Fidusia (SKMF) Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan
Akta Fidusia Ditinjau Dari Hukum Jaminan Di Indonesia” dilakukan dengan
tujuan untuk mengetahui dan mencari jawaban tentang penggunaan surat kuasa
membebankan fidusia yang tidak ada ketentuan menyinggung maupun
pengaturan baik itu dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia maupun peraturan
pelaksananya. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa, Pertama, penggunaan
SKMF di bawah tangan sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia
adalah “tidak sah”. Walaupun tidak ada ketentuan yang mengaturnya, bukan
berarti penggunaan SKMF di bawaj tangan itu boleh dilakukan. Ketiadaan
pengaturan mengenai SKMF dalam UUJF tidak dapat begitu saja diisi oleh
ketentuan lastgeving dalam sub sistem hukum kontrak yang menganut asas
terbuka dan pelengkap (aanvullendrecht). Kedua, dengan menggunakan
SKMF sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia, maka berdasarkan
ajaran kausalitas keabsahan akta fidusianya akan bergantung (dependent)
terhadap keabsahan SKMF tersebut. Walaupun kreditor telah memegang
sertifikat fidusia, hak tuntut yan